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Abstract

Advancements in information technology have spurred various innovations in digital payment systems, notably the SPayLater service available on the Shopee platform. This feature enables users to acquire goods or services upfront and subsequently make payments at a designated time, either in full or through an installment plan. Alongside this convenience, debates have arisen regarding the compatibility of SPayLater practices with Islamic legal principles, particularly within the study of  fiqh muamalah (Islamic commercial law).
This study aims to examine the SPayLater transaction mechanism and analyze its legal status from an Islamic legal perspective. It employs a normative legal research method with a qualitative approach, utilizing a literature review based on the Qur'an, Hadith, fiqh maxims, DSN-MUI fatwas, and relevant scholarly literature concerning digital transactions and Sharia-compliant financing.
The research findings indicate that SPayLater is essentially a form of financing that creates a debtor-creditor relationship between the user and the service provider. In practice, the transaction risks conflicting with Sharia principles if it incorporates elements such as interest, additional fees, or late payment penalties that generate profit for the financing provider, thereby introducing elements of  riba (usury). Conversely, if the transaction mechanism is transparent, utilizes a contract (akad) compliant with Sharia regulations, and is free from elements of riba, gharar (uncertainty/ambiguity), and zulm (injustice/oppression), its legal status can be assessed based on the specific characteristics of the contract applied. Therefore, the legal assessment of SPayLater usage cannot be generalized; rather, it must take into account the form of the contract, the transaction mechanism, and its overall conformity with Islamic legal principles.
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Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran digital, salah satunya melalui layanan SPayLater yang tersedia pada platform Shopee. Fitur ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, baik secara lunas maupun melalui mekanisme cicilan. Di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai perdebatan mengenai kesesuaian praktik SPayLater dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih muamalah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme transaksi SPayLater serta menganalisis status hukumnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, fatwa DSN-MUI, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai transaksi digital dan pembiayaan syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPayLater pada hakikatnya merupakan bentuk pembiayaan yang melahirkan hubungan utang piutang antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam implementasinya, transaksi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah apabila memuat unsur bunga, biaya tambahan, maupun denda keterlambatan yang memberikan keuntungan kepada pihak pemberi pembiayaan sehingga mengandung unsur riba. Sebaliknya, apabila mekanisme transaksi dilaksanakan secara transparan, menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan kezaliman, maka status hukumnya dapat ditinjau berdasarkan karakteristik akad yang diterapkan. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap penggunaan SPayLater tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus mempertimbangkan bentuk akad, mekanisme transaksi, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
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[bookmark: _Hlk211571250]PENDAHULUAN 

[bookmark: _Hlk211571298]Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor ekonomi dan perdagangan.[footnoteRef:1] Perkembangan tersebut mendorong terciptanya beragam inovasi dalam layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL), yaitu sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pelunasan pada waktu yang telah disepakati. Di Indonesia, salah satu layanan BNPL yang banyak dimanfaatkan adalah SPayLater yang tersedia pada platform Shopee.[footnoteRef:2] [1:  Sadepa Putri Br. Sinulingga, “Analisis Tantangan Dan Peluang Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Era Digital : Perspektif Masa Depan,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 12 (2024): 25–35.]  [2:  Novendra Bayu and Aulianisa Sarah Safira, “Buy Now, Pay Later’s Concept and Comparison with Banking Credits in Indonesia: An Inevitabbility in Digital And Technology Era,” 2020, 183–201.] 


SPayLater memberikan alternatif pembiayaan bagi pengguna dengan memungkinkan mereka membeli produk tanpa harus membayar secara langsung pada saat transaksi berlangsung. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau dicicil sesuai jangka waktu yang dipilih.[footnoteRef:3] Kemudahan proses pengajuan, persyaratan yang relatif sederhana, serta integrasi langsung dengan aplikasi Shopee menjadikan layanan ini semakin diminati oleh masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, keberadaan SPayLater juga berkontribusi terhadap peningkatan transaksi perdagangan elektronik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis digital. [3:  Volume Nomor Juli and Bunga Pamela Anugraheni, “Keabsahan Transaksi Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah Yang Mempermudah Transaksi Jual-Beli Secara Daring . Salah Satu Inovasi Tersebut Adalah Lembaga Seperti Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ( DSN,” Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syaria, 2025.] 


Di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan SPayLater juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya pengguna dapat dikenai biaya layanan, bunga cicilan, maupun denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.[footnoteRef:4] Adanya tambahan pembayaran di luar pokok utang memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan zulm (ketidakadilan). Padahal, dalam Islam setiap bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. [4:  Siti Nurjanah, “JRISS : Journal Review of Islamic and Social Studies Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce : Studi Kasus Di Platform Shopee” 1, no. 2 (2026): 1–10, https://doi.org/10.64845/riss.v1i1.] 


Fikih muamalah mengatur bahwa setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya kejelasan objek transaksi, kesepakatan para pihak, serta pelaksanaan akad yang dilandasi prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan bersama.[footnoteRef:5] Selain itu, setiap transaksi harus terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba, penipuan, maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, mekanisme transaksi SPayLater perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui apakah bentuk akad yang digunakan dan berbagai biaya yang dibebankan kepada pengguna telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. [5:  Hasniar Sumarni1, Malika Kesya Aulia2, Amanda Hirmayani3, Herni4, Anggun Ade Fatrisia5, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Rumah Di Perbankan Syariah” 6, no. 1 (2026): 169–89.] 


Kajian mengenai SPayLater menjadi semakin penting mengingat layanan ini telah digunakan secara luas oleh masyarakat, termasuk umat Islam yang berkewajiban memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak sedikit pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut karena alasan kemudahan, kebutuhan mendesak, maupun dorongan gaya hidup konsumtif tanpa memahami implikasi hukum dari akad yang disepakati. Apabila suatu transaksi mengandung unsur yang dilarang syariat, maka keabsahan transaksi tersebut dapat dipertanyakan menurut hukum Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme transaksi SPayLater pada platform Shopee serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembahasan difokuskan pada bentuk akad yang digunakan, keberadaan biaya tambahan, bunga, dan denda keterlambatan, serta potensi adanya unsur riba, gharar, dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum penggunaan SPayLater serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital sesuai dengan ketentuan syariah.[footnoteRef:6] [6:  Ach. Yasin Amtricia Ananda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik,” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam Volume 5 N (2022): 131–44.] 


RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi SPayLater pada platform Shopee?
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan SPayLater di Shopee?
c. Apakah penerapan biaya tambahan, bunga, serta denda keterlambatan pada layanan SPayLater telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah?
d. Bagaimana keabsahan akad yang digunakan dalam transaksi SPayLater menurut perspektif hukum Islam?







METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan praktik transaksi SPayLater, khususnya dalam kajian fikih muamalah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji dan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta ketentuan syariah yang relevan untuk menilai kesesuaian mekanisme transaksi SPayLater dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad, jual beli, utang piutang, dan larangan riba. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas layanan buy now pay later, transaksi digital, serta hukum ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, maupun referensi lain yang mendukung analisis penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan mekanisme transaksi SPayLater secara sistematis, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur mengenai akad, utang piutang, riba, gharar, dan prinsip keadilan dalam bermuamalah. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai status hukum penggunaan SPayLater menurut perspektif hukum Islam.
[bookmark: _Hlk211571330]

PEMBAHASAN	

1. Mekanisme Transaksi SPayLater pada Platform Shopee

SPayLater merupakan salah satu layanan pembiayaan digital yang dikembangkan oleh Shopee sebagai alternatif metode pembayaran dalam transaksi perdagangan elektronik.[footnoteRef:7] Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu tanpa melakukan pembayaran secara langsung. Pelunasan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, baik melalui pembayaran penuh pada periode berikutnya maupun dengan sistem angsuran sesuai tenor yang dipilih pengguna. Model pembiayaan tersebut termasuk dalam skema Buy Now Pay Later (BNPL) yang saat ini berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan platform e-commerce di Indonesia. [7:  Abdul Wahid, “Risiko Dari Pemanfaatan Layanan Pada Aplikasi E-Commerce Shopee Risiko Dari Pemanfaatan Layanan Pada Aplikasi E-Commerce Shopee,” 2023.] 


Untuk dapat menggunakan SPayLater, pengguna harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur tersebut melalui aplikasi Shopee dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Proses aktivasi umumnya meliputi verifikasi identitas serta persetujuan terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Setelah proses verifikasi dinyatakan berhasil, pengguna akan memperoleh batas maksimum pembiayaan (credit limit) yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[footnoteRef:8] [8:  GMGS Strata and S Nuraini, “Strategi Penyelesaian Masalah Penggunaan Aplikasi Mobile Banking Dalam Pengajuan Kredit Pembiayaan Rumah (Kpr) Di Bri …,” Eprints.Walisongo.Ac.Id, 2021.] 


Pada saat melakukan transaksi, pengguna dapat memilih SPayLater sebagai metode pembayaran. Dalam mekanisme ini, penyedia layanan terlebih dahulu melunasi harga barang kepada penjual sehingga penjual tetap menerima pembayaran secara penuh sesuai nilai transaksi. Selanjutnya, kewajiban pembayaran beralih kepada pengguna yang harus mengembalikan dana tersebut kepada penyedia layanan berdasarkan nominal tagihan dan jangka waktu pembayaran yang telah dipilih sebelumnya.

SPayLater menyediakan beberapa alternatif pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial pengguna, seperti pembayaran sekaligus pada bulan berikutnya maupun pembayaran secara bertahap melalui sistem cicilan selama beberapa bulan.[footnoteRef:9] Pilihan tenor tersebut memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengatur pembayaran. Akan tetapi, penggunaan fasilitas cicilan umumnya disertai dengan biaya layanan, bunga, atau biaya administrasi tertentu. Selain itu, apabila pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo, penyedia layanan akan mengenakan denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan penggunaan layanan. [9:  Spingte Malthawibi and Bermani Dustar, “PENGEMBANGAN MODEL TAM DALAM MENGUKUR MINAT PENGGUNAAN SPAYLATER : PERAN PERSEPSI RISIKO DAN PENGETAHUAN DIGITAL ( Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Jambi ),” 2026.] 


Berdasarkan mekanisme tersebut, transaksi SPayLater tidak hanya mencerminkan hubungan jual beli antara penjual dan pembeli, tetapi juga melibatkan hubungan pembiayaan antara pengguna dengan penyedia layanan. Dalam hubungan tersebut, penyedia layanan bertindak sebagai pihak yang memberikan talangan dana kepada pengguna, sedangkan pengguna memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Dengan demikian, transaksi SPayLater mengandung unsur utang piutang yang berjalan bersamaan dengan transaksi jual beli.

Apabila ditinjau dari struktur hubungan hukumnya, mekanisme SPayLater melibatkan tiga pihak utama, yaitu penjual, pembeli, dan penyedia layanan pembiayaan.[footnoteRef:10] Penjual memperoleh pembayaran secara langsung setelah transaksi berhasil dilakukan, pembeli menerima barang tanpa harus membayar secara tunai pada saat transaksi, sedangkan penyedia layanan memperoleh pengembalian dana beserta biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, SPayLater tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran digital, tetapi juga merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang memiliki konsekuensi hukum, baik menurut ketentuan hukum positif maupun menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan karakteristik tersebut, mekanisme SPayLater perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah memenuhi asas keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. [10:  Wina Hasanah Siregar, “Transaksi Shopee Paylater Dalam Persfektif Fiqh Muamalah,” 2022.] 


2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi SPayLater di Shopee

Islam memberikan ruang yang luas terhadap perkembangan aktivitas ekonomi dan kemajuan teknologi selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip dasar dalam fikih muamalah menyatakan bahwa setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan hingga terdapat dalil yang secara tegas melarangnya.[footnoteRef:11] Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam sistem pembayaran, termasuk layanan SPayLater, tidak dapat langsung dinilai bertentangan dengan hukum Islam hanya karena merupakan produk keuangan modern. Penilaian hukumnya harus didasarkan pada mekanisme transaksi, bentuk akad yang digunakan, serta terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. [11:  Muhammad Ridlo Assyauqi4 Nawal Riska Salsabila1, Nurah Andini Rahmani Rizki2, Hilmi Ahsan Sutisno3, “Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi PENERAPAN FIQIH MUAMALAH PADA EKONOMI ISLAM,” Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi 1, no. 1 (2025): 50–61.] 


Dalam perspektif hukum Islam, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.[footnoteRef:12] Unsur-unsur tersebut meliputi adanya pihak-pihak yang melakukan akad ('aqidain), objek transaksi yang jelas (ma'qud 'alaih), ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat. Selain memenuhi aspek formal tersebut, pelaksanaan akad juga harus dilandasi nilai kejujuran, keterbukaan, kerelaan kedua belah pihak, serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebaliknya, transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), maupun zulm (ketidakadilan) tidak dibenarkan dalam hukum Islam. [12:  Muhammad Romli, “KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA,” Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, no. 2 (2021): 178.] 


Apabila ditinjau dari mekanisme operasionalnya, SPayLater memperlihatkan adanya dua bentuk hubungan hukum yang berlangsung secara bersamaan. Hubungan pertama merupakan akad jual beli antara penjual dan pembeli yang terjadi ketika konsumen membeli barang melalui platform Shopee. Hubungan kedua adalah akad pembiayaan atau utang piutang antara pengguna dengan penyedia layanan SPayLater, karena pembayaran harga barang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak penyedia layanan, sedangkan pengguna baru melunasi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

Keberadaan dua hubungan hukum tersebut menunjukkan bahwa SPayLater tidak sekadar berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai fasilitas pembiayaan konsumtif. Dari sudut pandang fikih muamalah, pola transaksi seperti ini memiliki karakteristik yang mendekati akad qardh (pinjaman), sebab terdapat pemberian dana talangan yang wajib dikembalikan oleh pengguna pada masa mendatang.[footnoteRef:13] Oleh karena itu, analisis hukum Islam tidak hanya difokuskan pada proses jual belinya, tetapi juga pada konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan utang piutang tersebut. [13:  Rahmi, “Sistem Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fikih Muamalat,” 2016, 1–23.] 


Persoalan utama muncul ketika dalam proses pengembalian dana terdapat kewajiban membayar bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan. Dalam hukum Islam, setiap tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang pada umumnya dikategorikan sebagai riba apabila tambahan tersebut menjadi keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Larangan terhadap riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam syariat karena dianggap mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.[footnoteRef:14] [14:  Fadil Fikri Ibnu Fazda, “Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory FIQIH 4, no. 2 (2024): 2162–72.] 


Di samping itu, adanya biaya tambahan yang tidak dipahami secara utuh oleh pengguna juga berpotensi menimbulkan unsur gharar. Ketidakjelasan mengenai besarnya kewajiban pembayaran, perubahan nominal tagihan akibat keterlambatan, maupun kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian digital dapat memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, transparansi informasi menjadi salah satu syarat penting agar transaksi dapat berlangsung sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak serta-merta mengharamkan seluruh bentuk layanan pembayaran digital. Penggunaan teknologi finansial tetap diperbolehkan apabila seluruh mekanisme transaksinya memenuhi prinsip keadilan, dilakukan secara terbuka, tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, penilaian hukum terhadap SPayLater tidak dapat dilakukan secara umum, tetapi harus mempertimbangkan bentuk akad, mekanisme pembiayaan, serta ketentuan pembayaran yang diterapkan dalam praktiknya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa status hukum SPayLater menurut perspektif Islam sangat bergantung pada substansi akad yang melandasi transaksi tersebut. Apabila pembiayaan dilakukan dengan akad yang sesuai syariah, seluruh biaya dijelaskan sejak awal, serta tidak terdapat tambahan yang bersifat riba ataupun denda yang menimbulkan ketidakadilan, maka transaksi tersebut berpotensi memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah. Sebaliknya, apabila masih terdapat unsur bunga dan tambahan pembayaran atas pokok utang yang menjadi keuntungan pemberi pinjaman, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.



3. Kesesuaian Unsur Biaya Tambahan, Bunga, dan Denda Keterlambatan dalam SPayLater dengan Prinsip Fikih Muamalah
Dalam kajian fikih muamalah, akad utang piutang (qardh) merupakan salah satu bentuk transaksi yang bertujuan untuk saling membantu (ta'awun) antarsesama. Tujuan utama akad ini bukanlah memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan memberikan kemudahan kepada pihak yang sedang membutuhkan dana. Oleh karena itu, prinsip dasar yang melekat pada akad qardh adalah kewajiban debitur untuk mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan sejak awal. Ketentuan tersebut menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik eksploitasi terhadap pihak yang meminjam.[footnoteRef:15] [15:  ROSILA, “KONSEP KHIYAR MENURUT MAZHAB ABU HANIFAH DAN MAZHAB IMAM SYAFI’I SERTA REVELANSINYA DENGAN JUAL BELI MASA KINI,” הארץ 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.] 


Para ulama fikih pada umumnya bersepakat bahwa setiap manfaat atau tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman dan memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman berpotensi termasuk dalam kategori riba.[footnoteRef:16] Larangan tersebut didasarkan pada tujuan syariat untuk melindungi hak para pihak, mencegah ketidakadilan, serta menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. [16:  Evan Hamzah Lilih Pardilah Muchtar, “RIBA DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH” 4, no. 2 (2025): 68–78.] 


Apabila dikaitkan dengan mekanisme SPayLater, pengguna pada umumnya tidak hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan yang telah digunakan, tetapi juga dikenai sejumlah biaya tambahan, seperti biaya layanan, bunga cicilan, maupun biaya administrasi sesuai dengan ketentuan penyedia layanan. Tambahan tersebut dibebankan sebagai konsekuensi atas penggunaan fasilitas pembayaran yang diberikan kepada pengguna.

Dari perspektif hukum Islam, keberadaan biaya tambahan tersebut perlu dianalisis berdasarkan substansi akad yang melandasinya. Apabila hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan dikategorikan sebagai akad utang piutang, maka tambahan pembayaran yang dipersyaratkan sejak awal dapat dipandang sebagai riba karena memberikan keuntungan finansial kepada pihak pemberi pinjaman. Dalam fikih muamalah, praktik seperti ini dikenal sebagai riba nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat adanya penangguhan waktu pembayaran atas suatu utang. Bentuk riba tersebut secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam transaksi muamalah.

Selain bunga atau biaya layanan, SPayLater juga menerapkan sanksi berupa denda kepada pengguna yang terlambat memenuhi kewajiban pembayaran.[footnoteRef:17] Penerapan denda sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna sekaligus mengurangi risiko gagal bayar. Akan tetapi, dalam perspektif hukum Islam, mekanisme tersebut harus dikaji secara lebih hati-hati agar tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan dari kesulitan yang dialami debitur. [17:  Irma Juliana Zahwa et al., “PENERAPAN DENDA PADA SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MASLAHAAH MURSALAH,” Jma) 3, no. 11 (2025): 3031–5220.] 

Islam memang mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan finansial wajib segera melunasi utangnya dan tidak diperkenankan menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan. Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu dipandang sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pihak yang memiliki hak untuk menerima pelunasan. Meskipun demikian, penyelesaian terhadap keterlambatan pembayaran tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh mengakibatkan munculnya keuntungan tambahan yang bersumber dari utang itu sendiri.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pengenaan sanksi kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran biasanya tidak dimaksudkan sebagai sumber keuntungan perusahaan. Dana yang berasal dari sanksi tersebut pada umumnya dialokasikan untuk kegiatan sosial atau dana kebajikan sehingga tidak menjadi pendapatan lembaga. Mekanisme seperti ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin pembayaran dan larangan mengambil manfaat dari akad utang piutang.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi informasi dalam akad. Prinsip syariah menuntut agar seluruh hak dan kewajiban para pihak dijelaskan secara terbuka sebelum akad disepakati. Pengguna harus memperoleh informasi yang lengkap mengenai besarnya plafon pembiayaan, jumlah angsuran, bunga atau margin, biaya administrasi, konsekuensi keterlambatan, serta seluruh kewajiban finansial yang akan timbul selama masa pembiayaan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas atau sulit dipahami oleh pengguna, maka transaksi berpotensi mengandung unsur gharar yang dapat memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam.

Selain itu, kemudahan akses terhadap layanan SPayLater juga dapat memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Tidak sedikit pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar, penumpukan utang, bahkan kesulitan ekonomi. Dari perspektif maqashid syariah, aktivitas ekonomi seharusnya memberikan kemaslahatan dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, bukan justru menimbulkan mudarat akibat perilaku konsumtif yang berlebihan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa biaya tambahan, bunga, maupun denda keterlambatan dalam mekanisme SPayLater masih menjadi aspek yang paling banyak diperdebatkan dalam kajian fikih muamalah. Selama tambahan tersebut merupakan konsekuensi atas akad utang piutang dan menjadi keuntungan bagi penyedia layanan, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Demikian pula, denda keterlambatan yang bersifat memberatkan atau bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang diajarkan syariat.

Dengan demikian, kesesuaian SPayLater dengan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas pembayaran digitalnya, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme pembiayaan, bentuk akad, sistem pengenaan biaya, transparansi informasi, serta tujuan penerapan sanksi keterlambatan. Apabila seluruh unsur tersebut disusun sesuai prinsip syariah, maka transaksi dapat lebih mendekati konsep muamalah yang dibenarkan. Sebaliknya, apabila masih terdapat praktik yang mengandung riba, gharar, maupun ketidakadilan, maka layanan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih muamalah.

4. Keabsahan Akad dalam Transaksi SPayLater Menurut Perspektif Hukum Islam
Keabsahan suatu transaksi dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam fikih muamalah. Akad merupakan dasar yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak sehingga keberadaannya memiliki peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam harus didasarkan pada akad yang jelas, dapat dipahami oleh para pihak, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dalam fikih muamalah, rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad ('aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain rukun tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad dinilai sah, antara lain adanya kerelaan dari para pihak, kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, objek transaksi yang halal, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad akan memiliki kekuatan hukum dan mengikat seluruh pihak yang terlibat.

Pada transaksi SPayLater, proses akad dilakukan secara elektronik melalui persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang disediakan dalam aplikasi Shopee.[footnoteRef:18] Persetujuan tersebut diberikan ketika pengguna mengaktifkan layanan SPayLater dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Dari sudut pandang hukum perjanjian modern, mekanisme tersebut telah memenuhi unsur kesepakatan karena dilakukan secara sadar melalui media elektronik. Namun, dalam perspektif hukum Islam, keberadaan persetujuan saja belum cukup untuk menentukan keabsahan akad. [18:  Hisny Fajrussalam et al., “Analisis Pembayaran Paylatter Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam,” At-Ta`Dib 6, no. 2 (2022): 265–90, https://doi.org/10.32832/at-tadib.v6i2.19547.] 


Islam tidak hanya menilai bentuk formal suatu akad, tetapi juga memperhatikan substansi yang terkandung di dalamnya. Suatu akad yang secara formal memenuhi syarat tetap dapat dinilai tidak sesuai dengan syariah apabila isi perjanjian mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, ataupun ketidakadilan terhadap salah satu pihak.[footnoteRef:19] Oleh sebab itu, analisis terhadap akad SPayLater tidak cukup dilakukan dengan melihat adanya persetujuan digital, tetapi juga harus memperhatikan isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. [19:  Diky Faqih Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah,” Muslim Heritage 6, no. 1 (2021), https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569.] 

Apabila SPayLater diposisikan sebagai akad qardh atau pinjaman, maka prinsip syariah menghendaki agar pengguna hanya berkewajiban mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam tanpa tambahan yang dipersyaratkan sejak awal. Akan tetapi, dalam praktiknya pengguna diwajibkan membayar bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan sesuai ketentuan penyedia layanan. Keberadaan tambahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi tidak lagi mencerminkan akad qardh dalam pengertian fikih klasik, melainkan telah mengandung unsur komersial yang berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar akad pinjaman dalam Islam.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menempatkan SPayLater sebagai bentuk jual beli secara tidak tunai (bai' bi at-taqsith). Dalam akad ini, penjual diperbolehkan menetapkan harga yang berbeda antara pembayaran tunai dan pembayaran secara angsuran, sepanjang harga akhir telah disepakati sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama masa pembayaran. Dengan demikian, seluruh komponen harga, jangka waktu pembayaran, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban para pihak harus dinyatakan secara transparan sebelum akad berlangsung. Kejelasan tersebut bertujuan menghindari terjadinya gharar yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi.

Dalam praktik SPayLater, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dari perspektif syariah, khususnya mengenai perubahan jumlah tagihan akibat keterlambatan pembayaran, adanya bunga yang dihitung berdasarkan jangka waktu pembiayaan, serta mekanisme pengenaan biaya tambahan. Unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip hukum Islam apabila tidak disusun berdasarkan ketentuan akad syariah yang jelas.

Selain substansi akad, prinsip keterbukaan (transparency) juga menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan transaksi. Pengguna harus memperoleh informasi yang lengkap mengenai besarnya pembiayaan, jumlah cicilan, biaya administrasi, bunga, sanksi keterlambatan, serta seluruh konsekuensi hukum yang mungkin timbul selama masa pembiayaan.[footnoteRef:20] Transparansi tersebut merupakan implementasi dari prinsip kejujuran (shidq) dan saling ridha (an-taradhin) yang menjadi fondasi utama dalam setiap akad menurut hukum Islam. [20:  M. A. P Aminullah, K. N Limbong, and M ikhsan Harahap, “PRINSIP KEADILAN DAN TRANSPARANSI DALAM SISTEM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH UNTUK KEMASLAHATAN UMATdocument,” INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management 4, no. 4 (2025): 102–15.] 


Dari perspektif maqashid syariah, akad yang sah seharusnya mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak tanpa menimbulkan kerugian ataupun eksploitasi.[footnoteRef:21] Oleh karena itu, suatu akad tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Akad yang menimbulkan dominasi salah satu pihak melalui pembebanan biaya yang tidak proporsional bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan menciptakan keadilan dalam hubungan ekonomi. [21:  Mohammad Ghozali, Mohamad Andi, and Syamsul Maula, “AKAD QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SAYRIAH DR. JASSER AUDA,” 2023.] 


Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa keabsahan akad SPayLater menurut perspektif hukum Islam masih bergantung pada konstruksi akad yang digunakan serta mekanisme pelaksanaannya. Apabila akad disusun sesuai prinsip syariah, seluruh hak dan kewajiban dijelaskan secara terbuka, tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak, maka akad tersebut berpotensi dinilai sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, apabila akad masih mengandung tambahan atas pokok utang yang menjadi keuntungan bagi pemberi pembiayaan, disertai denda yang bersifat eksploitatif atau ketidakjelasan mengenai kewajiban para pihak, maka keabsahannya patut dipertanyakan karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah.

Dengan demikian, penilaian terhadap akad SPayLater tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan bentuk perjanjian elektronik yang digunakan, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan substansi akad, mekanisme pembiayaan, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam mengatur hubungan muamalah.

[bookmark: _Hlk211571350]KESIMPULAN

1. Mekanisme transaksi SPayLater pada Shopee dilakukan dengan sistem pembiayaan digital, di mana penyedia layanan terlebih dahulu membayar harga barang kepada penjual, kemudian pengguna melunasi pembayaran kepada penyedia layanan secara penuh atau melalui cicilan sesuai tenor yang dipilih.
2. Menurut perspektif hukum Islam, penggunaan SPayLater pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk muamalah selama mekanisme transaksi, akad, serta pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, maysir, dan kezaliman.
3. Penerapan biaya tambahan, bunga, dan denda keterlambatan dalam SPayLater berpotensi tidak sesuai dengan fikih muamalah apabila tambahan tersebut menjadi keuntungan atas utang (riba) atau menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna. Oleh karena itu, aspek ini menjadi perhatian utama dalam penilaian hukum Islam.
4. Keabsahan akad SPayLater bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad menurut hukum Islam, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek dan hak serta kewajiban, serta bebas dari unsur yang dilarang syariat. Apabila seluruh ketentuan tersebut terpenuhi, maka akad dapat dinilai sah menurut hukum Islam.
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